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ABSTRAK 
 
Dalam mencapai kesejahteraan dikalangan warga desa tidak mudah, pola 
pikir warga desa yang masih tradisional membuat, peningkatan kesejahteraan 
ditingkat pedesaan berjalan lambat, karena itu pemerintah pusat berusaha 
membantu warga desa dengan membentuk lembaga yang didalamnya dapat 
menaungi kegiatan ekonomi warga masyarakat. Disisi lain pelaksanaan dari 
kegiatan dilembaga ini tidak bisa lepas peran pemerintah desa  yang memberikan 
dorongan untuk pengurus agar bersikap profesional dalam memberikan pelayanan 
bagi warganya. Dari kegiata n tersebut telah terjadi peningkatan ekonomi bagi 
warga desa dan juga desa yang terbantu oleh adanya pengelolaan lembaga 
tersebut, sehingga desa mendapatkan pembagian hasil usaha yang membantu 
dalam meningkatkan PAD desa. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengembangan ekonomi 
masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan untuk mengetahui 
pelaksanaan dan peran BUMDes dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan 
metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu menggambarkan beberapa 
penemuan data yang dirumuskan dalam bentuk kata-kata.  
Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan 
verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa program-program BUMDes 
Way galih khususnya dalam bidang perternakan dapat dikatakan bahwa mampu 
memberdayakan masyarakat dengan diberikan pelatihan-pelatihan untuk melatih 
Softskill dan hardskill, dan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat serta 
meningkatkan perekonomian masyarakat walaupun belum signifikan.  
 
Kata kunci : BUMDes, Ekonomi masyarakat 
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MOTTO 
٩  تَوىمُ تَ عْ تَ   عْ مُ عْ مُ   عْ مُ تَ   عْوإِ   رٌ عْ تَ   عْ مُ إِ تَ   تَ عْ تَ عْ    و مُر تَ تَو  إِ اللَّهِ   إِ عْ إِ  ىتَ إِ   عْىتَ عْساتَف  إِ تَ مُ مُ عْ    إِ عْىتَ   عْ إِ   إِلا اللَّهِل إِ   تَ إِوىمُ   تَ إِ   ىمُ تَ آ 
 تَ  إِ اللَّهِ   اتَهُّ تَأ اتَ  
 ١٠ تَوى مُ إِ عْ مُ   عْ مُ اللَّهِ تَ تَ    ً إِث تَ   تَ اللَّهِ   و مُ مُ عْ  تَو  إِ اللَّهِ   عْ إِ   إِ عْ تَف  ىمُغتَ عْب تَو  إِ عْرتَ عْا  يإِف  و مُ إِشتَ عْ اتَف  مُلا تَ اللَّهِل    إِ تَ إِ مُ   تَ إِإتَف 
Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka 
bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang 
demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan 
shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan 
ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. 
(Q.S.Al-Jumu'ah Ayat 9-10) 
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 BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Penegasan Judul 
Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan 
dijelaskan istilah dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca. 
Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan tersebut disini diperlukan adanya 
pembatasan terhadap arti kalimat dalam skripsi ini. Adapun judul skripsi ini 
adalah ”Analisa Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam 
Meningkatkan Ekonomi Masyarkat Perdesaan Perspektif Ekonomi Islam Studi 
Desa Way Galih Kab. Lampung Selatan”. Dengan harapan memperoleh gambaran 
yang jelas dari makna yang dimaksud, maka akan penulis uraikan arti perkata dari 
judul yang telah disebutkan: 
1. Analisa adalah Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, 
perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya 
(sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).
1
 
2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang 
dikelola oleh masyrakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat 
perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan komersial. 
Serta berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak dan berkepentingan 
masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. 
                                                             
1
Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2008), Edisi IV 
2 
 
Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan untuk mencari 
keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar.
2
 
3. Ekonomi masyarakat adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam 
kelompok masyarakat yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, 
pendidikan serta pendapatan. Ekonomi barasal dari bahasa Yunani yaitu 
oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga dan nomos yang berarti 
peraturan.
3
 
4. Perspektif ekonomi Islam adalah perspektif dalam Kamus Besar Indonesia 
adalah sudut pandangan.
4
 Perspektif dapat juga diartikan sudut pandang 
atau pandangan dan tinjauan hukum Islam terhadap keadaan sekarang 
maupun yang akandatang.
5
 
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diperjelas kembali bahwa yang 
dimaksud dalam pembahasan skripsi ini adalah suatu penelitian ilmiah 
yang bertujuan untuk menganalisis Progam Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes) dalam meningkatkan ekonomi masyarakat perdesaan studi 
Desa Way Galih Kabupaten Lampung Selatan. 
 
 
                                                             
 
2
Dapertemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan 
(PKDSP), 2007, Buku Panduan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES),  Jakarta: 
Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, hlm 3.   
3
 Elly M. Setiadi, dkk., Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, (Jakarta: Prenada Media Group, 
2006), h. 49   
4
Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2008), Edisi IV 
5
 Mas‟ud Khasan Abdul Qahar, Kamus Ilmiah Populer, (Jakarta: Bulan   
Bintang,2009),hlm.283 
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B. Alasan Memilih Judul 
Adapun alasan memilih judul “Analisa Program Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarkat Perdesaan Studi Desa Way 
Galih Kabupaten Lampung Selatan ” yaitu sebagai berikut: 
1. Secara Objektif 
Dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang merupakan usaha 
yang dimiliki masyarakat dan di kelola serta di manfaatkan untuk 
menghidupkan perekonomian desa, sedangkan pemberdayaaan masyarakat 
adalah proses pembangunan dimana mayarakat berinisiatif untuk memulai 
proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri 
sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan 
pendapatan masyarakat.
6
 Dengan demikian adanya kenyataan seperti ini 
membuat penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai permasalahanini. 
2. Secara Subjektif 
a. Judul yang penulis ajukan belum ada yang membahas, khususnya di 
lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan 
Lampung yaitu mengenai Analisa Program Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes) Desa Way Galih Kabupaten Lampung Selatan 
b. Referensi yang terkait dengan penelitian ini cukup menunjang penulis, 
sehingga dapat mempermudah dalam menyelesaikan skripsi. 
 
                                                             
 6  James A. Christenson & Jerry W. Robinson, Jr Ames, community devplopment in 
prespective: Lwa State Unviversity Pres, 1989, hlm 215.   
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c. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini sesuai dengan studi ilmu 
yang penulis pelajari selama difakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan 
Ekonomi Islam. 
C. Latar Belakang Masalah 
Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mentransformasikan 
pertumbuhan masyarakat sebagai kekuatan nyata masyarakat, untuk melindungi 
dan memperjuangkan nilai-nilai dan kepentingan di dalam arena segenap aspek 
kehidupan. Pemberdayaan masyarakat mempunyai arti meningkatkan 
kemampuan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bukan hanya 
meliputi penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosialnya. 
Hal ini sejalan dengan firman Allah yang meyuruh manusia untuk selalu 
berusaha dalam menghadapi masalah hidup sebagai masalah pengembangan dan 
pemberdayaan umat islam khususnya, sebagaimana yang di firmankan dalam 
QS.Ar Rad:13:11 yang berbunyi: 
  
 
 
Artinya:"Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 
bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. 
Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.Dan apabila Allah 
menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat 
menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia."
7
 
  
                                                             
 7   Al-Quran Surah Ar Rad Ayat 11  
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Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan 
dalam perekonomian yang menyebabkan barang atau jasa yang diproduksikan 
dalam masyarakat bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang 
sebagai masalah makroekonomi jangka panjang. Dari satu periode ke periode 
lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang atau jasa akan 
meningkat. Kemampuan peningkatan ini di sebabkan karna faktor-faktor produksi 
akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan 
menambah jumlah barang dan modal. Teknologi yang digunakan berkembang. 
Disamping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat dari perkembangan 
penduduk, dan pengalaman kerja serta pendidikan menambah keterampilan 
mereka. 
Islam merupakan agama yang syumul yang mengandung peraturan hidup 
yang sangat lengkap dan menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan, aspek 
ekonomi, sosial, politik dan sebaga inya. Kemajuan dan pembangunan dalam 
ekonomi juga merupakan satu seruan dalam Islam ke atas semua umatnya supaya 
berusaha untuk mencapainya agar negara mencapai kemakmuran dan 
kesejahteraan. Sebagaimana firman Allah S.W.T dalam QS.Al-Furqan:25:47 
 
 
Artinya:"Dialah yang menjadikan untukmu malam (sebagai) pakaian, dan 
tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha."
8
 
Dalam ayat di atas jelas menunjukkan bahawa Allah S.W.T telah menjadikan 
waktu malam untuk beristirahat, sedangkan di sianghari Allah SWT menjadikan 
                                                             
 
8
 QS.Al-Furqan:25:174  
6 
 
untuk kita sebagai manusia mencari nafkah rezeki untuk keprluan sehari-hari. 
Sedangkan banyak diantara kita yang telah melalaikan waktu untuk beristirahat 
digunakan untuk berkerja hingga larut malam sehingga tubuh kurang istirahat 
yang mengakibatkan sakit. Maka tidak ada pilihan lain selain daripada kembali 
kepada ajaran Islam yang suci lagi benar. 
Fenomena Ekonomi adalah gejala dari cara bagaimana orang atau masyarakat 
memenuhi kebutuhan hidup mereka terhadap jasa dan barang langka. Cara yang 
dimaksud disini yaitu semua aktivitas orang dan masyarakat yang berhubungan 
dengan produksi, distribusi, dan konsumsi jasa-jasa dan barang-barang langka. 
Hasil pembangunan ekonomi Indonesia dilihat melalui pertumbuhan dan 
struktur perekonomian Indonesia yang terbentuk, sedangkan dampak dari 
pembangunan dilihat melalui tingginya pengangguran dan kemiskinan yang 
merupakan ironi dari tujuan sistem ekonomi yakni menciptakan kemakmuran dan 
kesejahteraan yang ingin di capai masyarakat Indonesia.
9
 
Kabupaten Lampung Selatan sebagai kabupaten yang sedang berkembang, 
berusaha mengembangkan dirinya dari suatu keadaan dari masyarakat tradisional 
menuju keadaan yang lebih baik. Pembedayaan masyarakat merupakan satu hal 
yang penting bagi berkembangnya sebuah kabupaten. Pemberdayaan merupakan 
suatu proses perencanaan sosial ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah yang 
bertujuan untuk memunculkan perubahan sosial ekonomi pada masyarakat 
sehingga dapat mendatangkan peningkatan kesejahtearan bagi masyarakat. 
                                                             
9
 Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam, 
(Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 139 
7 
 
 Pembedayaan desa merupakan proses dari terjadinya peningkatan ekonomi 
warga desa dari yang konsuntif menjadi produktif sehingga dapat menghasilkan 
kegiatan perekonomian untuk kesejahteraan desa. Menurut Agus Salim, 
perubahan sosial yang terjadi didalam masyarakat mencakup tiga struktur. 
Perubahan tesebut diawali dengan perubahan pada struktur ekonomi, kemudian 
diikuti dengan perubahan pada struktur sosial dan yang terakhir perubahan dalam 
struktur kultural atau stuktur idiologi.
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Setiap manusia selama hidup pasti mengalami perubahan-perubahan, yang 
dapat berupa perubahan yang tidak menarik dalam arti kurang mencolok. Ada 
juga perubahan-perubahan yang pengaruhnya terbatas maupun yang luas, serta 
ada pula perubahan yang lambat sekali, tetapi ada juga yang berjalan dengan 
cepat.
11
 
Pemberdayaan sumber daya manusia merupakan salah satu yang sedang 
gencar-gencarnya dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah guna 
mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat 
sehingga masyarakat bisa berwira usaha dan pada akhirnya dapat membuka 
lapangan kerja baru. 
Program pemerintah pusat melalui Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 
Tentang Desa salah satu ayat yang berbunyi: "Desa dapat mendirikan sebuah 
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Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang di kelola dari masyarakat dan di 
manfaatkan untuk masyarakat desa". 
Secara Nasional Indonesia memiliki 74.910 desa yang tersebar di berbagai 
daerah. Menurut data Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal terdapat 35 ribu 
desa sudah mempunyai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu separuh dari 
total desa yang ada saat ini. Pada tahun 2018 pemerintah mengalokasikan dana 
dari Anggaran Pendapatandan Belanja Negara (APBN) sebesar  60 Triliun, 
Direncanakan pada APBN 2019 alokasi BUMDes akan di tambahkan lagi guna 
untuk memberdayakan masyarakat perdesaan. 
Kondisi Sosial Ekonomi masyarakat di Desa Way Galih Kabupaten Lampung 
Selatan sangat bervariasi mulai dari berjualan sembako sampai dengan pertanian 
serta peternakan. Umumnya mereka hampir rata-rata sudah memiliki pelanggan 
atau pasar tersendiri yang kerap membeli barang dagangan mereka. 
Badan Usaha Milik Desa yang terdapat di Desa Way Galih yaitu pembesaran 
hewan ternak kambing. Membeli bibit ternak untuk di besarkan dan di jual pada 
momen-momen tertentu seperti Hari Raya Idul Adha yang membutuhkan banyak 
suplai hewan untuk dijadikan hewan kurban. Pemerintah Desa Way Galih 
mengalokasikan anggaran Rp.262.000.000.- untuk pengembangan usaha 
peternakan kambing melalui BUMDes. Peternakan kambing tersebut juga akan 
dilengkapi dengan mesin pengolah makanan kambing. Desa ini sangat cocok 
untuk ternak sapi, karena sumber makanan ternak yang melimpah. Masyarakat di 
desa ini banyak yang menanam jagung, daun jagung yang sudah dipanen itu akan 
9 
 
dimanfaatkan untuk pakan ternak. Selain itu juga, bisa mengembangkan rumput 
khusus pakan ternak.
12
 
Tahap awal, BUMDes Way Galih mengolah 150 ekor kambing dan untuk 
sekarang BUMDes Way Galih telah memiliki 530 ekor kambing. BUMDes ini 
dikelola oleh 30 orang yang terbagi dalam 5 tim  dengan setiap timnya mengelola 
30 kambing, atau satu orang anggota mengelola 5 ekor kambing. Menurut kepala 
desa, dirinya memilki rencana untuk membuat kandang kambing skala besar. 
Sehingga kandang tersebut juga bisa digunakan untuk ternak-ternak milik 
masyarakat. 
Hasil penjualan kambing dan jumlah kambing terjual yang dikelola oleh 
BUMDes Way Galih dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini diperlihatkan dalam 
iagram berikut ini. 
 
Gambar 1.1 
Data Penjualan Kambing Dan Pendapatan 
 
 Tahun 2016 BUMDes Way Galih telah berhasil menjual 135 ekor kambing 
dari 150 ekor kambing yang tersedia dengan rata-rata harga penjualan per ekor 
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sebesar Rp. 2.100.000,- dan perolehan pendapatan dalam tehun tersebut sebesar 
Rp.283.500.000,-. Tahun 2017 dengan persediaan 230 ekor, BUMDes berhasil 
menjual 208 ekor dengan harga jual rata-rata sebesar 2.200.000,- sehingga 
pendapatan pada tahun ini sebesar Rp. 457.600.000,-. Sedangkan pada tahun 2018 
jumlah penjualan meningkat yaitu 375 ekor kambing berhasil terjual dengan harga 
jual rata-rata Rp.2.300.000,- sehingga pendapatan BUMDes tahun ini sebesar Rp. 
862.500.000,-.       
Terkait program pemerintah dan ekonomi masyaraakat khususnya pada 
pengelolaan dan hasilnya, telah diteliti oleh beberapa peneliti diantaranya: Dian 
Satrian (2009) dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi Pengembangan 
Ekowisata Berbasis Ekonomi Lokal Dalam Rangka Program Pengentasan 
Kemiskinan Di Wilayah Kabupaten Malang”. Penelitiannya membahas tentang  
upaya pemanfaatan sumber daya lokal yang optimal adalah dengan 
mengembangkan pariwisata dengan konsep Ekowisata. Dalam konteks ini wisata 
yang dilakukan memiliki bagian yang tidak terpisahkan dengan upaya-upaya 
konservasi, pemberdayaan ekonomi lokal dan mendorong respek yang lebih tinggi 
terhadap perbedaan kultur atau budaya. Hal inilah yang mendasari perbedaan 
antara konsep ekowisata dengan model wisata konvensional yang telah ada 
sebelumnya. 
Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si yang berjudul “Penguatan Ekonomi 
Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan  Badan Usaha Milik Desa Menuju 
Asean Economic Community 2015“ Penelitian membahas pembentukan BUMDes 
di Desa Selensen mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 
11 
 
Nomor  09 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. 
Hasil penelitian ini ialah, pelaksanaan kegiatan Badan Usaha Milik Desa di Desa 
Selensen sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan pendirian 
kelembagaan, dan dapat dikatakan cukup berhasil.Kemudian, kelembagaan 
BUMDes telah memberikan kontribusi positif bagi penguatan ekonomi di 
pedesaan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat. 
Berbeda dengan Muammar Alkadafi, Coristya Berlian Ramadana, Heru 
Ribawanto, Suwondo dalam penelitiannya yang berjudul “Keberadaan Badan 
Usaha Milik Desa (BUMDes)  Sebagai  Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa 
Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)“  membahas mengenai  
Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Penguatan Ekonomi 
Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). Hasil dari 
penelitian ini ialah keberadaan badan usaha milik desa sudah sesuai dengan 
peraturan daerah Kabupaten Malang yang kemudian diatur oleh desa dengan 
peraturan desa mengenai badan usaha milik desa. Akan tetapi semua bidang usaha 
saat ini tidak berjalan dan tidak dapat menyokong pendapatan desa. Sehingga 
dapat dikatakan eksistensi dari badan usaha milik desa ini hanya sebatas papan 
nama saja. 
Berdasarkan penelitian terdahulu dan atas dasar fenomena yang terjadi di 
lapangan, peneliti ingin menelitih lebih mendalam mengenai perubahan sosial 
ekonomi masyarakat yang diakibatkan oleh adanya pemanfaatan dari dana desa 
yang digulirkan pemerintah pusat untuk kesejahteraan desa, maka peneliti 
mengambil judul sebagai berikut “Analisa Program Badan Usaha Milik Desa 
12 
 
(BUMDes) dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarkat Perdesaan Studi Desa Way 
Galih Kabupaten Lampung Selatan”. 
D. Ruang Lingkup Penelitian 
Penelitian ini di lakukan di Desa Way Galih Kabupaten Lampung Selatan, 
tepatnya BUMDes Mandiri Bersatu dimana BUMDes tersebut telah membeikan 
peluanh usaha serta mensejahterahkan perekonomian masyarakat. Penelitian 
yang dilakukan berupa objek penelitian BUMDes dan ekonomi masyarakat di 
Desa Way Galih Kabupaten Lampung Selatan.   
 
E. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka rumusan 
masalah yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanaka Peran Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam 
Meningkatkan Ekonomi Masyarkat di Desa Way Galih? 
2. Bagaimanakah Peran Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam 
Meningkatkan Ekonomi Masyarkat dalam prespektif  Islam? 
F. Tujuan Penelitian  
Tujuan penelitian sebagai berikut: 
1. Untuk menjelaskan bagaimana peran  program badan usaha milik desa 
(BUMDes) dalam meningkatkan ekonomi masyarkat di Desa Way Galih. 
2. Untuk menjelaskan prinsip Ekonomi Islam dalam BUMDes. 
13 
 
G. Manfaat Penelitian  
Dalam sebuah penelitian pastinya ada manfaat yang di torehkan dalam 
penelitian tersebut. Manfaat tersebut bisa bersifat teoritis dan praktis. Namun 
bagi penelitian yang bersifat kualitatif, manfaat penelitian lebih bersifat teoritis, 
yaitu untuk pengembangan ilmu, namun juga tidak menolak manfaat praktisnya 
untuk memecahkan masalah. Bila peneliti kualitatif dapat menemukan teori, 
maka akan berguna untuk menjelaskan, memprediksikan dan mengendalikan 
sesuatu gejala.
13
 Ada beberapa manfaat dari penelitian ini antara lain: 
1. Secara Teoritis 
Manfaat ini adalah untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, 
wawasan, serta informasi terhadap kajian, khususnya dalam memperkaya 
kajian tentang perubahan sosial ekonomi masyarakat karena adanya 
pemanfaatan dana desa. 
2. Secara Praktis  
Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sember modul atau bahan 
bacaan tambahan bagi masyarakat, agar menambah wawasan tentang 
perubahan sosial ekonomi masyarakat karena adanya dana desa agar 
mereka mengetahui bentuk dan jenis Badan Usaha Milik Desa serta dapat 
di manfaatkan dan dirasakan masyarakat setempat. 
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H.  Metode Penelitian 
1. Pendekatan dan Tipe Penelitian 
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan 
kualitatif dengan tipe deskriptif untuk menganalisis Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes) terhadap ekonomi masyarakat yakni BUMDes Galih Jaya Makmur. 
Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik 
dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang 
khusus ke tema-tema yang umum dan menafsirkan makna data.
14
 
2. Fokus Penelitian 
 Tujuan dari penetapan fokus dalam penelitian ini adalah 
untuk menjawab rumusan masalah dengan jalan memanfaatkan fokus yaitu: 
Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus itu 
berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-ekslusi atau kriteria masuk-keluar 
suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan.
15
 Jadi, dengan penetapan 
fokus yang jelas dan mantap, seorang peneliti dapat membuat keputusan yang 
tepat tentang data mana yang dikumpulkan dan mana yang tidak perlu 
dijamah ataupun mana yang akan dibuang. Berdasarkan teori tersebut, maka 
fokus penelitian ini adalah: tata kelola BUMDes  Way Galih yang didasarkan 
pada: 
2. Langkah Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Way Galih 
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1) Sosialisasi tentang BUMDes Mandiri Bersatu yang dilakukan oleh 
pengelola BUMDes kepada Masyarakat Way Galih. 
2) Pelaksanaan Musyawarah Desa yang dilaksanakan bersama dengan 
berbagai elemen yang ada di Wa y Galih. 
3. Merencanakan Bisnis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Way Galih. 
1) Nilai bagi pelanggan yang diperhatikan oleh BUMDes Way Galih. 
2) Potensi desa yang dimanfaatkan oleh BUMDes Way Galih. 
3) Mitra utama BUMDes Way Galih. 
4) Sumber modal yang diperoleh BUMDes Way Galih. 
5) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Way Galih 
6) Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Way Galih 
7) Kegiatan Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Way Galih 
3. Lokasi Penelitian 
 Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan karena BUMDes Way Galih. 
BUMDes yang berdiripada tahun 2015 ini walaupun masih tergolong baru, akan 
tetapi perkembangannya cukup pesat dengan terus bertambahnya unit usaha 
yang dijalankan serta meningkatnya aset yang dimiliki. 
4. Teknik Analisis Data 
 Pengumpulan data berfungsi untuk memberi arti, makna, dan nilai yang 
terkandung dalam data itu. Aktivitas dalam analisis data kualitatif 
dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai 
tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam menganalisis data 
kualitatif yaitu: 
16 
 
1. Reduksi Data (reduction data) 
Reduksi data berarti memilah hal-hal yang pokok, memberikan fokus 
pada hal-hal penting, dengan mencari pola beserta tema dari apa yang 
peneliti dapatkan dilapangan. Karena jumlah data yang didapat peneliti 
cukup banyak, reduksi data akan membantu untuk lebih merincinya. 
Reduksi data akan memudahkan peneliti untuk melanjutkan ketahap 
selanjutnya dengan gambaran yang lebih jelas. Data yang diperoleh 
peneliti dilapangan kemudian dipilih melalui reduksi data sehingga 
didapatkan data yang berfokus dan berhubungan dengan penelitian atau 
tidak. Dalam penelitian ini, proses mereduksi data dilakukan dengan 
memilih serta menyeleksi data mengenai BUMDes yang diperoleh, lalu 
memfokuskan pada keadaan ekonomi masyarakat.  
2. Penyajian Data (data display) 
Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa uraian singkat, 
bagan, grafik, matrik, maupun teks naratif. Penyajian data merupakan 
sekumpulan informasi tersusun yang dimiliki peneliti berguna untuk 
memudahkan peneliti memahami suatu gambaran dan memberikan 
kemungkinan untuk melakukan penarikan kesimpulan serta pengambilan 
tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini diwujudkan dalam bentuk 
tabel, foto, dan uraian dengan teks naratif yang dapat menjelaskan 
tentang BUMDes Way Galih 
 
. 
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3. Penarikan Kesimpulan (concluding drawing) 
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang dilakukan diawal masih 
bersifat sementara sehingga dengan berjalannya penelitian dan apabila 
ditemukan bukti-bukti atau pendukung yang kuat pada tahap berikutnya 
akan mengalami perubahan. Proses penarikan kesimpulan dilakukan 
dengan memverifikasi secara terus menerus dalam tahap penelitian 
berlangsung, karena kesimpulan akan berubah dengan dukungan bukti 
dan sampai pada kesimpulan yang kredibel. Penelitian ini, proses 
penarikan kesimpulan dilakukan dengan mendiskusikan data yang telah 
diperoleh dari lapangan dengan teori yang dikemukakan pada Bab 
Tinjauan Pustaka.Selain itu juga dengan mengambil inti dari berbagai 
rangkaian hasil penelitian yang dilakukan baik melalui 
wawancara,observasi maupun dokumentasi.
16
 
Teknik Keabsahan Data 
Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Untuk 
menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa 
persyaratan, yaitu dalam pemeriksaan data dan menggunakan kriteria: 
a. Teknik Pemeriksaan Kredibilitas Data (credibility) 
Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian 
kualitatif antara lain dapat dilakukan dengan cara : 
1) Triangulasi 
Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan derajat 
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kepercayaan dengan menggunakan metode triangulasi, yaitu dengan 
membandingkan hasil teknik pengumpulan data berupa wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Informan tersebut berasal dari pihak 
pengurus BUMDes Way Galih. Observasi yang dilakukan pada saat 
turun peneliti kelapangan serta berbagai dokumentasi didapatkan dari 
BUMDes Way Galih. 
2) Kecukupan Referensial Kecukupan referensial yaitu, dengan 
memanfaatkan  bahan-bahan tercatat atau terekam sebagai patokan untuk 
menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data. Kecukupan 
referensial ini peneliti lakukan dengan mengumpulkan informasi yang 
berkaitan dengan penelitian, baik melalui literatur buku, arsip, catatan 
lapangan,foto dan rekaman yang digunakan untuk mendukung analisis 
dan penafsiran data. 
 
3) Meningkatkan Ketekunan 
Meningkatkan ketekunan melalui suatu pengamatan secara lebih 
cermat dengan maksud menemukan ciri dan unsur yang relevan 
terhadap persoalan yang sedang diteliti. Dengan meningkatkan 
ketekunan maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat 
direkam secara pasti dan sistematis mengenai apa yang sedang 
diamati. 
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b. Teknik Pengujian Keteralihan Data (tranferability) 
Pengujian keteralihan data dilakukan melalui uraian rinci, hal tersebut 
bertujuan agar hasil penelitian dapat dimengerti oleh pembaca sehingga 
ada kemungkinan bahwa hasil penelitian tersebut akan diterapkan. 
Peneliti harus membuat laporan dengan memberikan uraian yang rinci, 
jelas, dan sistematis.
17
 
 
c. Teknik Pemeriksaan Kebergantungan (dependability) 
Dalam penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan sengan melakukan 
audit terhadap keseluruhanproses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak 
melakukan prosespenelitian ke lapangan, akan tetapi bisa memberikan data. 
Peneliti sepertiini perlu diuji dependability-nya, dan untuk mengecek apakah 
hasilpenelitian yang dilakukan peneliti benar atau tidak, maka peneliti 
selalumendiskusikannya dengan dosen pembimbing. 
 
d. Teknik Kepastian Data (confirmability) 
Teknik pengujian confirmability dilakukan untuk mengetahui proses 
penelitian, sehingga tidak memunculkan penelitian yang hanya ada 
hasilnya tetapi tidak ada proses penelitian. Dalam pengujian kepastian 
data sama halnya denga uji kebergantungan sehingga prosesnya dilakukan 
malalui diskusi dengan dosen pembimbing serta dosen pembahas. Apabila 
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hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, 
maka penelitian tersebut telah memenuhi standar kepastian.
18
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BAB II 
KAJIAN TEORI 
 
A. Pemerintahan Desa   
1. Pengertian Desa  
Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik 
dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara ini terbentuk, struktur sosial 
sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial 
yang mempunyai posisi yang sangat penting.  
Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan 
hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan 
tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa 
yang paling kongkret.
19
 
Konsep desa dan kelurahan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Memaksa pemerintahan daerah di luar 
jawa mengubah struktur pemerintahan yang telah ada guna menyesuaikan 
dengan amanat undang undang tersebut. Oleh karena yang tercantum dalam 
undang-undang ini adalah desa, maka pemerintah daerah menghilangkan 
kesatuan masyarakat hukum (rechtsgemeenschap) yang dianggap tidak 
menggunakan kata “Desa”, seperti nagari di Minangkabau, dusun dan marga di 
Palembang dan sebagainya. Untuk Lampung, masing-masing daerah tidak sama 
dalam menggunakan kata desa, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung 
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Utara dan Tulang Bawang tetap menggunakan kata desa, Tanggamus dan 
Lampung Barat memakai nama “pekon”, sedangkan Way Kanan dan Lampung 
Tengah menggunakan nama “kampong”.20 
Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan 
asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran 
dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, 
otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
21
 
Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 
Ayat (1), mengartikan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan 
nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ditinjau dari 
sudut pandang politik dan hukum, desa sering diidentikkan sebagai organisasi 
kekuasaan atau organisasi pemerintahan yang mempunyai wewenang tertentu 
dalam struktur pemerintahan negara.
22
  
Menurut Team Work Lapera, dalam sudut pandang ini, desa memiliki 
beberapa unsur penting:  
a. Adanya orang-orang, sekelompok orang (masyarakat).  
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b. Adanya orang-orang yang menjadi pemimpin (pengambil keputusan).  
c. Adanya organisasi (badan) penyelenggara kekuasaan.  
d. Adanya tempat atau wilayah yang menjadi materi penyelenggaraan 
kekuasaan.  
e. Adanya mekanisme, tata aturan dan nilai, yang menjadi landasan dalam 
proses pengambilan keputusan.
23
  
Pengertian desa menurut Widjaja dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa diatas dapat disimpulkan bahwa desa merupakan kesatuan 
masyarakat yang berdasarkan pada hukum dan memiliki batas wilayah. Adanya 
batas wilayah tersebut, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat dan pemerintahannya dengan memperhatikan 
potensi serta keadaan sosial dan budaya yang dimiliki. Dengan demikian desa 
memiliki otonominya sendiri yang akan mendukung dan memperkuat 
penyelenggaraan otonomi daerah. 
 
2. Pemerintahan Desa  
Kewenangan merupakan elemen penting sebagai hak yang dimiliki oleh 
sebuah desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dari pemahaman ini jelas 
bahwa dalam membahas kewenangan tidak hanya semata-mata memperhatikan 
kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa namun harus juga memperhatikan subjek 
yang menjalankan dan yang menerima kekuasaan. Kewenangan harus 
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memperhatikan apakah kewenangan itu dapat diterima oleh subjek yang 
menjalankan atau tidak.
24
 
Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, 
pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan dan kepentingan masyarakat 
setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Penyelengaraan pemerintahan desa, desa memiliki kewenangan untuk mengatur 
dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi sosial budaya 
dan potensi yang dimiliki. Desa dipimpin oleh Kepala Desa yang akan 
bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan 
tugas ke bupati. Untuk mewujudkan demokrasi, maka desa memiliki Badan 
Perwakilan Desa atau memiliki sebutan lain sesuai dengan daerahnya masing-
masing.
25
 
Selain itu juga dibentuk Badan Permusyawaratan yang sesuai dengan 
kebutuhan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mensejahterakan 
masyarakatnya. Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan 
melalui Peraturan Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
Pasal 1 Ayat (7), Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang 
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan 
Permusyawaratan Desa.
26
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Tujuan pemerintahan desa adalah:  
a. Penyeragaman pemerintahan desa Belum terlaksana sepenuhnya, masih 
berkisar pada sumbangan sumbangan desa.  
b. Memperkuat pemerintahan desa Dengan berbagai undang-undang 
pemerintahan desa diperlemah, karena diambil berbagai sumber-sumber 
penghasilannya dan hak ulayatnya sebagai sumber penghasilan masyarakat 
pertanian.  
c. Mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam 
pembangunan. Pembangunan digerakkan dari “atas” tidak berasal dari 
“bawah” sehingga pembangunan dianggap sebagai “proyek pemerintah” 
masyarakat tidak merasa memiliki.  
d. Masyarakat digerakkan secara mobilisasi, bukan partisipasi. 
Penyelenggaraan administrasi desa yang makin meluas dan efektif masih 
jauh dari yang diharapkan khususnya sumber daya manusia (SDM).  
e. Memberikan arah perkembangan dan kemajuan masyarakat (ketahanan 
masyarakat desa).
27
 
 
B. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)   
1. Definisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  
Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa, Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah 
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa 
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melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang 
dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk 
sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
28
 
Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan dalam Panduan 
Pendirian dan Pengelolaan BUMDes, terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang 
membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya: 
a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.   
b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat, 
Disebarluaskan oleh Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa 
Nusantara atau PP RPDN (49%) melalui penyertaan modal (saham atau 
andil).  
c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari 
budaya lokal (local wisdom).  
d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi 
pasar.  
e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan 
anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village 
policy). 
f. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten 
dan Pemerintah Desa.  
g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemerintah Desa, 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD), anggota).
29
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2. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  
Pengaturan mengenai pendirian BUMDes diatur dalam beberapa peraturan 
perundang-undangan yaitu sebagai berikut:  
a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
Pasal 213 Ayat (1).  
b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 sampai 
Pasal 90.  
c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 132 
sampai Pasal 142.  
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan 
Usaha Milik Desa.  
e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang 
Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan 
Musyawarah Desa Pasal 88 dan Pasal 89.  
f. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang 
pendirian pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha 
Milik Desa.
30
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3. Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  
Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, 
Pengurusan dan Pengelolaan, dan Perubahan Badan Usaha Milik Desa, 
BUMDes didirikan dengan tujuan:  
a. Meningkatkan perekonomian desa.  
b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa. 
c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi 
desa. 
d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/ atau dengan 
pihak ketiga.  
e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan 
layanan umum warga.  
f. Membuka lapangan kerja.  
g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan 
umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.  
h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.31  
Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan dalam Panduan 
Pendirian dan Pengelolaan BUMDes, terdapat 4 (empat) tujuan utama 
pendirian BUMDes, yaitu:  
a. Meningkatkan perekonomian desa.  
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b. Meningkatkan pendapatan asli desa.  
c. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat.  
d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi 
pedesaan.
32
 
 
4. Langkah Pelembagaan Badan UsahaMilik Desa (BUMDes)  
Asas prosedural dan teknokratik pendirian BUMDes memerlukan langkah-
langkah pelembagaan BUMDes secara partisipatif. Tujuannya, agenda 
pendirian BUMDes benar-benar dengan denyut nadi usaha ekonomi desa dan 
demokratisasi desa. Langkah pelembagaan BUMDes, yaitu: 
a. Sosialisasi tentang BUMDes  
Inisiatif sosialisasi kepada masyarakat desa dapat dilakukan oleh 
Pemeritantah Desa, BPD, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa 
(KPMD), baik secara langsung maupun bekerjasama dengan; 
(1) pendamping desa yang berkedudukan di kecamatan,  
(2) pendamping teknis yang berkedudukan di kabupaten,  
(3) pendamping pihak ketiga (Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), 
Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan atau perusahaan).  
Langkah sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat desa dan kelembagaan 
desa memahami tentang apa BUMDes, tujuan pendirian BUMDes, 
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manfaat pendirian BUMDes dan lain sebagainya. Keseluruhan para 
pendamping maupun KPMD melakukan upaya inovatif-progresif dalam 
meyakinkan masyarakat bahwa BUMDes akan memberikan manfaat 
kepada desa. 
b. Pelaksanaan Musyawarah Desa  
Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah 
antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan 
oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Secara praktikal, 
musyawarah desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh 
Pemerintah Desa. Pendirian atau pembentukan BUMDes merupakan hal 
yang bersifat strategis. Pelaksanaan tahapan musyawarah desa dapat 
dielaborasi kaitannya dengan pendirian/ pembentukan BUMDes secara 
partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan 
kepada hak dan kewajiban masyarakat.
33
 
 
5. Merencanakan Bisnis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  
Memulai atau mengembangkan bisnis atau mengembangkan usaha yang 
sudah ada dalam BUMDes memang memerlukan perencanaan dan keberanian, 
namun juga memerlukan perhitungan bisnis yang matang, sehingga resiko 
bisnis apapun yang muncul dapat dikelola dengan baik oleh BUMDes. Salah 
satu cara termudah menyiapkan rencana bisnis atau menganalisa unit bisnis 
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yang ada pada BUMDes adalah memuat “kerangka” atau pondasi bisnis 
(building block) yang terintegrasi dengan baik.  
a. Nilai bagi Pelanggan  
Konsumen BUMDes pada dasarnya adalah setiap pemakai produk (barang 
dan/ atau jasa), baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, 
maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Jika 
tujuan pembelian produk tersebut untuk dijual kembali atau 
diperdagangkan, maka dia disebut pengecer atau distributor. BUMDes 
menjalankan bisnis untuk memperoleh keuntungan dari memenuhi 
kebutuhan konsumen. Konsumen akan mengkonsumsi atau menggunakan 
suatu produk jika mereka memperoleh nilai dari suatu produk. Apa nilai 
yang disampaikan kepada konsumen BUMDes, merupakan pertanyaan 
pertama yang harus dijawab oleh para pengelola BUMDes. untuk 
menentukan nilai yang akan diberikan kepada konsumen maka pengelola 
BUMDes harus dapat menjawab pertanyaan dibawah ini:  
(1) Apa masalah konsumen/ masyarakat yang akan diatasi oleh bisnis 
BUMDes?  
(2) Apa pekerjaan konsumen/ masyarakat yang kita bantu selesaikan?  
(3) Apakah konsumen/ masyarakat yang akan kita penuhi?  
(4) Produk dan jasa apa yang memberi nilai bagi segmen konsumen/ 
masyarakat tertentu? Jawaban atas sebagian atau seluruh pertanyaan-
pertanyaan di atas akan memperjelas nilai yang diberikan kepada 
pelanggan (proposisi nilai) dari usaha yang dijalankan. Jawabannya 
32 
 
merupakan solusi yang ditawarkan oleh BUMDes kepada pelanggan/ 
masyarakat. Bisnis yang dijalankan hanya akan berjalan dengan baik 
jika mampu memenuhi masalah yang dihadapi konsumen.
34
   
b. Potensi Desa  
Untuk mewujudkan desa mandiri, maka diperlukan sumber pendapatan 
bagi desa yang berasal dari desa tersebut. Unit-unit usaha yang bergerak 
di desa haruslah memiliki ciri khas dan keunggulan kompetitif agar 
dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada peningkatan 
kesejahteraan masyarakat desa.  Secara lebih spesifik berdasarkan teori 
resource bases view maka keunggulan kompetitif ditentukan oleh modal 
sosial, modal manusia dan modal finansial.
35
 Menurut Pusat Kajian 
Dinamika Sistem Pembangunan dalam Panduan Pendirian dan 
Pengelolaan BUMDes, dinyatakan dalam undang-undang bahwa 
BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. 
Apa yang dimaksud dengan “kebutuhan dan potensi desa”, adalah:  
(1) Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan 
pokok. 
(2) Tersedia sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal 
terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar.  
(3) Tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha 
sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat.  
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(4) Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga 
masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.
36
   
c. Mitra Utama  
BUMDes agar sukses dalam berbisnis tentu tidak bisa bekerja sendirian, 
mereka harus bekerja sama dengan banyak pihak lainnya. Tentukan dari 
awal apakah bisnis BUMDes memerlukan investor untuk permodalan 
atau tidak. Apakah anda perlu mengadakan perjanjian kerjasama khusus 
dengan distributor? Menggandeng mitra atau pertner yang melengkapi 
kemampuan yang dimiliki akan meningkatkan peluang keberhasilan 
bisnis BUMDes.    
d. Sumber Modal BUMDes  
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 
dan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang 
Badan Usaha Milik Desa, permodalan BUMDes dapat berasal dari:  
(1) Pemerintah Desa dari kekayaan desa yang dipisahkan.  
(2) Penyertaan modal dari masyarakat, tabungan/ simpanan masyarakat. 
(3) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 
Kabupaten/ Kota, dan dana tugas pembantuan.  
(4) Pinjaman dari pinjaman lembaga keuangan atau Pemerintah Daerah. 
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(5) Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar 
saling menguntungkan, misalnya dari pihak swasta dan/ atau 
masyarakat.  
Khusus untuk sumber modal dari pinjaman dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 80 mengatur sebagai berikut: 
Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. Pinjaman dilakukan setelah mendapat 
persetujuan BPD.” Sementara itu, Peraturan Mentri Dalam Negeri 
Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 16 
menyebutkan bahwa modal BUMDes dapat berasal dari dana bergulir 
program pemerintah daerah yang diserahkan kepada desa dan/ atau 
masyarakat melalui Pemerintah Desa.
37
 
 
6. Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  
Salah satu aspek yang tidak kalah pentingnya untuk dikelola oleh BUMDes 
adalah SDM yang dimiliki. Manusia (pengelola, manajemen dan karyawan) 
sebagai motor penggerak kegiatan usaha perlu dikelola secara profesional. 
Pengembangan BUMDes sangat ditentukan oleh ketersediaan SDM di desa. 
Akan tetapi SDM yang dibutuhkan untuk pengembangan BUMDes di desa saat 
ini sangat terbatas, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Pengelolaan SDM 
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menjadi sangat penting karena SDM lah yang menentukan kesuksesan sebuah 
BUMDes. 
Rekruitmen merupakan suatu kegiatan untuk mencari sebanyak-banyaknya 
calon pemimpin, manajer dan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan 
BUMDes sebagai hasil dari analisis pekerjaan dan analisis jabatan. Seleksi 
pada dasarnya merupakan usaha yang sistematis yang dilakukan agar lebih 
menjamin bahwa kandidat yang diterima adalah kandidat yang dianggap paling 
tepat dengan kriteria yang telah ditetapkan serta jumlah yang dibutuhkan oleh 
BUMDes.
38
 
 
7. Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  
Pengelolaan BUMDes berdasarkan pada Anggaran Dasar-Anggaran Rumah 
Tangga (ADART). Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi 
pemerintah desa dan paling sedikit terdiri dari: 
a. Penasihat atau komisaris  
b. Pelaksana operasional atau direksi  
c. Direktur atau manajer  
d. Kepala unit usaha      
Penasihat atau komisaris dipegang oleh  kepala desa. Jika anggota penasihat 
dan komisaris ditambah dengan tokoh masyarakat yang lain maka disebut 
dewan komisaris/ penasihat. Penasihat atau komisaris mempunyai tugas 
melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional 
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atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa. Penasihat 
atau komisaris dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan meminta 
penjelasan pelaksana operasional atau direksi mengenai pengelolaan usaha 
desa.    
Pelaksana operasional atau direksi bertanggung jawab kepada Pemerintah 
Desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUMDes di dalam dan di luar 
pengadilan. Pengelolaan BUMDes dilakukan dengan persyaratan:  
a. Pengurus yang berpengalaman dan atau profesional.  
b. Mendapat pembinaan manajeman.  
c. Mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal.  
d. Menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya dan rasional. 
e. Melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.   
Struktur di atas merupakan struktur standar, dimana pemerintah desa dapat 
menyesuaikan struktur organisasi BUMDes tersebut menurut kondisi setempat 
dan kebutuhan organisasi. Prinsip dasarnya adalah struktur organisasi 
BUMDes harus sesuai dengan tujuan, fungsi dan usaha yang dijalankan oleh 
BUMDes. BUMDes belum membutuhkan kepala unit usaha jika masih 
menjalankan satu jenis usaha.
39
   
 
8. Kegiatan Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)   
Usaha atau bisnis didefinisikan sebagai sebuah kegiatan atau aktivitas yang 
mengalokasikan sumber daya yang dimiliki ke dalam suatu kegiatan produksi 
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yang menghasilkan jasa atau barang, dengan tujuan barang dan jasa tersebut 
dapat dipasarkan kepada konsumen agar dapat memperoleh keuntungan atau 
pengembalian hasil. Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan 
dalam Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDes, BUMDes merupakan 
wahana untuk menjalankan usaha di desa. Apa yang dimaksud dengan “usaha 
desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara 
lain:  
a. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa dan usaha 
sejenis lainnya.  
b. Penyaluran Sembilan bahan pokok ekonomi desa.  
c. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, 
peternakan, perikanan dan agrobisnis.  
d. Industri dan kerajinan rakyat.40 
 
C. Ekonomi Dalam Ekonomi Islam 
Ekonomi islam dibangun atas dasar agama islam, karenanya ia merupakan 
bagian tak terpisahkan dari agama Islam. Sebagai derivasi dari agama Islam, 
ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. Islam 
adalah sistem kehidupan, dimana Islam telah menyediakan berbagai perangkat 
aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi.  
1. Arti, Hakikat, dan Ruang Lingkup Ekonomi Islam 
Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi 
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manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari 
dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. 
Bekerja merupakan suatu kewajiban karena Allah swt memerintahkannya, 
Karena kerja membawa pada keampunan, sebagaimana sabada Rasulullah 
Muhammad saw: 
“Barang siapa diwaktu sorenya kelelahan karena kerja tangannya, maka di 
waktu sore itu ia mendapat ampunan. (HR.Thabrani dan Baihaqi)” 
Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang 
mempelajari perilaku manusia dalam usaha umtuk memenuhi kebutuhan dengan 
alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam lingkup syari’ah. Menurut 
Chapra ekonomi islam adalah cabang ilmu yang membantu merealisasikan 
kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumberdaya yang langka 
yang sejalan dengan syariah islam tanpa membatasi kreativitas individu ataupu 
menciptakan suatu ketidak seimbangan ekonomi makro atau ekologis.
41
  
Beberapa ekonom memberikan penegasan bahwa ruang lingkup dari ekonomi 
Islam adalah masyarakat muslim atau negara muslim sendiri. Artinya, ia 
mempelajari perilaku ekonomi dari masyarakat atau negara muslim di mana 
nilai-nilai ajaran Islam dapat diterapkan. Ruang lingkup ekonomi Islam yang 
tampaknya menjadi administrasi kekurangan sumber-sumber daya manusia 
dipandang dari konsepsi etik kesejahteraan dalam Islam. 
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Namun, pendapat lain tidak memberikan pembatasan seperti ini, melainkan 
lebih pada umumnya. Dengan kata lain, titik tekan ilmu ekonomi Islam adalah 
bagaimana Islam memberikan pandangan dan solusi atas berbagai persoalan 
ekonomi yang dihadapi umat manusia secara umum. 
Pada hakikatnya ekonomi Islam adalah metamorfosa nilai-nilai Islam dalam 
ekonomi dan dimaksudkan untuk menepis anggapan bahwa Islam adalah agama 
yang hanya mengatur persoalan ubudiyah atau komunikasi vertikal antara 
manusia (makhluk) dengan Allah (khaliq) nya. 
Dengan kata lain, kemunculan ekonomi Islam merupakan satu bentuk 
artikulasi sosiologis dan praktis dari nilai-nilai Islam yang selama ini dipandang 
doktriner dan normatif. Dengan demikian, Islam adalah suatu dien (way of life) 
yang praktis dan ajarannya tidak hanya merupakan aturan hidup yang 
menyangkut aspek ibadah dan muamalah sekaligus, mengatur hubungan 
manusia dengan rabb-nya (hablum minallah) dan hubungan antara manusia 
dengan manusia (hablum minannas). 
Salah satu definisi yang mengakomodasi unsur-unsur maqasyid asy syariah di 
atas adalah definisi ekonomi Islam yang dirumuskan Yusuf al Qardhawi. Ia 
mengatakan ekonomi Islam memiliki karakteristik tersendiri. Dan keunikan 
peradaban Islam yang membedakannya dengan sistem ekonomi lain. Ia adalah 
ekonomi rabbaniyah, ilahiyah (berwawasan kemanusiaan), ekonomi berakhlak, 
dan ekonomi pertengahan. 
Sebagai ekonomi ilahiyah, ekonomi Islam memiliki aspek transendensi yang 
sangat tinggi suci (holy) yang memadukannya aspek materi dan dunia 
40 
 
(profanitas). Titik tolaknya adalah Allah dan tujuannya untuk mencari fadl Allah 
melalui jalan (thariq) yang tidak bertentangan dengan apa yang telah digariskan 
oleh Allah. 
Ekonomi Islam seperti dikatakan oleh Shihab diikat oleh seperangkat nilai 
iman dan ahlak, moral etik bagi setiap aktivitas ekonominya, baik dalam 
posisinya sebagai konsumen, produsen, distributor, dan lain-lain maupun dalam 
melakukan usahanya dalam mengembangkan serta menciptakan hartanya. 
Sebagai ekonomi kemanusiaan, ekonomi Islam melihat aspek kemanusiaan 
(humanity) yang tidak bertentangan dengan aspek ilahiyah. Manusia dalam 
ekonomi Islam merupakan pemeran utama dalam mengelola dan memakmurkan 
alam semesta disebabkan karena kemampuan manajerial yang telah 
dianugerahkan Allah kepadanya. Artinya, Allah telah memuliakan anak Adam 
dan mendesainnya untuk menjadi khalifah di muka bumi. Dengan desain itu pula 
Allah menyertakan kepada manusia orientasi spiritual (ruh al ilahiyat) sebagai 
aspek yang sangat fundamental dalam diri manusia yang disebut dengan fitrah 
manusia sebagai "al makhluk al hanief" atau mahluk oleh Syed Heidar Nawab 
Naqvi disebut "Teomorfis".
42
 
Manusia sebagai manajer yang diberi mandat untuk memakmurkan dunia 
beserta isinya di dalam perspektif ekonomi Islam telah diberi jalan terbaik untuk 
merealisasikan potensi dan fitrahnya sebagai makhluk teomorfis dalam aspek 
ekonomi dengan selalu bersandar pada nilai moral dan spiritual. 
Atas dasar maksud tersebut ekonomi Islam tidak mengizinkan adanya 
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marginalisasi atau alienasi spiritual lantaran aspek material. 
2. Konsep Rasionalitas Islam 
Ilmu ekonomi adalah suatu studi yang mempelajari tentang manusia. Tetapi 
tentang manusia ekonomi yang berperilaku untuk memenuhi kebutuhan atas 
barang-barang yang jumlahnya terbatas.   
Untuk memenuhi kebutuhan atas barang-barang yang jumlahnya terbatas, 
maka manusia harus melakukan pilihan. Cara melakukan pilihan tersebut hanya 
dapat dilakukan oleh manusia ekonomi secara rasionalitas ekonomi, sehingga 
secara umum ekonomi adalah studi tentang manusia ekonomi yang rasional.  
Setiap manusia ekonomi diasumsikan rasional dalam setiap perilakunya, 
meskipun terkadang dalam kenyataan perilakunya mungkin tidak rasional untuk 
kepentingan teoritis dimana jika diposisikan sebagaimana seharusnya. Hal ini 
menyebabkan perbedaan rasionalitas dalam kenyataan dan rasionalitas dalam 
teori menjadi tidak jelas.
43
 
Dalam konsep dasar ekonomi Islam kegiatan manusia dibumi dalam 
memenuhi kebutuhan--kebutuhannya dari waktu ke waktu cenderung mengalami 
proses yang sama, bagaimana ia berburu, meramu dan bercocok tanam.  
Dalam mempertahankan hidupnya manusia diberi kebebasan dalam 
memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kebebasan merupakan unsur dasar 
manusia dalam mengatur dirinya dalam  memenuhi kebutuhan yang ada.
44
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Namun tidak berlaku mutlak, karena dibatasi oleh kebebasan manusia lain. 
Keterbatasan kebebasan manusia ini menyebabkan bertemunya kebutuhan yang 
satu dengan kebutuhan yang lain akhirnya menimbulkan pemikiran batas 
keruhian seminimal mungkin untuk mendapatkan keinginan semaksimal 
mungkin dari segala aktivitas yang berkaitan dalam memenuhi kebutuhan - 
kebutuhannya.  
Dalam ekonomi Islam, tindakan rasional termasuklah kepuasan atau 
keuntungan ekonomi dan rohani baik di dunia maupun di akhirat, sedangkan 
dalam ekonomi konvensional cakupan tujuannya terbatas hanya pada kepuasan 
atau keuntungan ekonomi saja. Oleh karena itu, dimensi  waktu dalam ekonomi 
Islam adalah lebih luas dan menjadi perhatian tersendiri pada tingkat agen-agen 
ekonomi di dalam Islam.  
Dalam ekonomi Islam, di dalam menjalankan perekonomian tidak hanya 
berasaskan pada logikal semata-mata, akan tetapi juga berasaskan pada nilai-
nilai moral dan etika serta tetap berpedoman kepada petunjuk-petunjuk dari 
Allah SWT. 
Manusia perlu bertindak rasional karena ia mempunyai beberapa kelebihan 
dibanding ciptaan Allah yang lainnya. Manusia dianggap bertindak rasional 
apabila .individu tersebut mengarahkan perilakunya untuk mencapai tahapan 
maksimum sesuai dengan norma-norma Islam.  
 
 
 
43 
 
D. Definisi Operasional  
Penulis akan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam 
penilitian ini agar tidak terdapat perbedaan penafsiran atau perbedaan dalam 
menginterprestasikan. Juga memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai 
dalam penilitian ini dan unuk memberikan pengertian kepada pembaca mengenai 
apa yang hendak ingin dicapai dalam penelitian. Adapun istilah yang perlu 
ditekankan adalah: 
1. BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)  
BUMDes adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya 
dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari 
kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha 
lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
45
 
2. Ekonomi Masyarakat 
Pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok 
lemah. Kekuasaan ini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik 
dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas; pilihan-
pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup, kemampuan dalam 
membuat keputusan mengenai gaya hidup tempat tinggal, pekerjaan; 
pendefinisian kebutuhan kebutuhan kemampuan menentukan kebutuhan selaras 
dengan aspirasi keinginannya; ide atau gagasan kemampuan mengekspresikan 
dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas 
tanpa tekanan; lembaga-lembaga kemampuan menjangkau, menggunakan dan 
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mempengaruhi pranata-pranata masyarakat seperti lembaga kesejahteraan sosial, 
pendidikan, dan kesehatan; sumber-sumber kemampuan memobilisasi sumber-
sumber formal, informal, dan kemasyarakatan; aktivitas ekonomi kemampuan 
memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran 
barang serta jasa.
46
  
Menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi merupakan sebuah konsep 
pembangunan ekonomi dan politik yang merangkum berbagai nilai sosial. 
Konsep ini mencerminkan paradigma pembangunan, yakni bersifat “people 
centered participatory, empowering, and sustainable” (berpusat pada rakyat, 
partisipatoris, memberdayakan dan berkelanjutan). Konsep ini lebih luas dari 
hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) atau menyediakan 
mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut. Dinyatakan pula 
bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dicirikan dengan berbagai 
indikator-indikator seperti self-reliant, self confident, dan self respecting, 
dituntut mampu menginternalisasikan nilai-nilai tadi ke dalam kelompok.
47
 
3. Masyarakat Desa  
Masyarakat adalah totalitas dari orang-orang yang saling tergantungan dan 
saling mengembangkan suatu kebudayaan sendiri. Dapat dikatakan pula sebagai 
indikasi dari hakikat manusia yang senantiasa ingin hidup bersama dengan orang 
lain dan tak akan mungkin dilepaskan dari nilai-nilai, norma norma, tradisi, 
kepentingan-kepentingan, memenuhi kebutuhan ekonomi, dan lain sebagainya.
48
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E. Kerangka Pemikiran 
Masalah pembangunan merupakan masalah yang kompleks. Kompleksitas itu 
misalnya dari sisi manajemen bearti perlu dilakukan perencanaan, pelaksanaan, 
monitoring dan evaluasi. Dari sisi bidang yang harus dibangun juga memiliki 
aspke kehidupan yang sangat luas. Aspek kehidupan itu mencangkup kehidupan 
politik, sosial, ekonomi, budaya serta pertahanan dan keamanan. Pemberdayaan 
sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat 
posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan 
penekan di segala bidang dan sektor kehidupan
49
 Penelitian ini dilakukan untuk 
menganalisis masalah yang ada anara BUMDes dan Ekonomi masyarakat yang 
ada di Desa Way Galih.Program pemerintah pusat melalui Undang-Undang Desa 
No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa salah satu ayat yang berbunyi: "Desa dapat 
mendirikan sebuah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang di kelola dari 
masyarakat dan di manfaatkan untuk masyarakat desa. 
Secara Nasional Indonesia memiliki 74.910 desa yang tersebar di berbagai 
daerah. Menurut data Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal terdapat 35 ribu 
desa sudah mempunyai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu separuh 
daritotal desa yang ada saat ini. Pada tahun 2018 pemerintah mengalokasikan 
dana dari Anggaran Pendapatandan Belanja Negara (APBN) sebesar  60 Triliun, 
dengan demikian jika anggaran itu di bagi dengan BUMDES yang ada maka 
kitaakan mendapatkan angka 80 Juta per desa. Direncanakan pada APBN 2019 
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alokasi BUMDesa akan di tambahkan lagi guna untuk memberdayakan 
masyarakat perdesaan. 
Kondisi Sosial Ekonomi masyarakat di Desa Way Galih Kabupaten Lampung 
Selatan sangat bervariasi mulai dari berjualan sembako sampai dengan pertanian 
serta peternakan. Umumnya mereka hampir rata-rata sudah memiliki pelanggan 
atau pasar tersendiri yang kerap membeli barang dagangan mereka. Badan Usaha 
Milik Desa yang terdapat di Desa Way Galih yaitu pembesaran hewan ternak 
kambing. Membeli bibit ternak untuk di besarkan dan di jual pada momen-momen 
tertentu seperti Hari Raya Idul Adha yang membutuhkan banyak suplai hewan 
untuk dijadikan hewan kurban. Pemerintah Desa Way Galih mengalokasikan  
anggaran Rp262.000.00.- untuk pengembangan usaha peternakan kambing 
melalui BUMDes. Peternakan kambing tersebut juga akan dilengkapi dengan 
mesin pengolah makanan kambing. Desa ini sangat cocok untuk ternak sapi, 
karena sumber makanan ternak yang melimpah. Masyarakat di desa ini banyak 
yang menanam jagung, daun jagung yang sudah dipanen itu akan dimanfaatkan 
untuk pakan ternak. Selain itu, juga bisa mengembangkan rumput khusus pakan 
ternak. 
Teknik pengumpulan data mer upakan langkah yang paling utama dalam 
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 
mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 
yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk menjawab permasalahan 
penelitian yang tepat dan akurat, maka teknik pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah wawancara, obsevasi, dan dokumentasi. 
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F. Penelitian Terdahulu 
Penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang program pemerintah dan 
ekonomi masyarakat khusunya pada pengelolaan dan hasilnya, diantaranya: 
Dian Satrian (2009) yang berjudul “Strategi Pengembangan Ekowisata 
Berbasis Ekonomi Lokal Dalam Rangka Program Pengentasan Kemiskinan Di 
Wilayah Kabupaten Malang”  meneliti tentang  upaya pemanfaatan sumberdaya 
lokal yang optimal adalah dengan mengembangkan pariwisata dengan konsep 
Ekowisata. Dalam konteks ini wisata yang dilakukan memiliki bagian yang tidak 
terpisahkan dengan upaya-upaya konservasi, pemberdayaan ekonomi lokal dan 
mendorong respek yang lebih tinggi terhadap perbedaan kultur atau budaya. Hal 
inilah yang mendasari perbedaan antara konsep ekowisata dengan model wisata 
konvensional yang telah ada sebelumnya. Secara sederhana, konsep ekowisata 
menghubungkan antara perjalanan wisata alam yang memiliki visi dan misi 
konservasi dan kecintaan lingkungan. Hal ini dapat terjadi karena keuntungan 
finansial yang didapat dari biaya perjalanan wisata digunakan juga untuk 
kebutuhan konservasi alam serta perbaikan kesejahteraan penduduk lokal. Di sisi 
lain, konsep ekowisata juga diarahkan untuk mempertahankan kebudayaan lokal 
serta tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan pergerakan demograf. 
Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo degan judul 
penelitian “Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)  Sebagai  Penguatan 
Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten 
Malang)“  dalam penelitian ini membahas mengenai  Keberadaan Badan Usaha 
Milik Desa (BUMDES) sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa 
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Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). Badan usaha milik desa ini 
adalah salah satu lembaga yang bergerak di bidang sosial dan ekonomi dan 
sebagai penyedia layanan terhadap masyarakat desa utamanya mengenai bidang 
usaha. Pembentukan bumdes di Desa Landungsari ini mengacu pada Peraturan 
Daerah Kabupaten Malang Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Badan Usaha Milik 
Desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan fokus penelitian: (1) keberadaan 
Badan Usaha Milik Desa (2) kontribusi keberadaan badan usaha milik desa 
dalam penguatan ekonomi desa (3) faktor penghambat dan pendukung. Hasil 
penelitian ini ialah keberadaan badan usaha milik desa sudah sesuai dengan 
peraturan daerah Kabupaten Malang yang kemudian diatur oleh desa dengan 
peraturan desa mengenai badan usaha milik desa. Akan tetapi semua bidang 
usaha saat ini tidak berjalan dan tidak dapat menyokong pendapatan desa. 
Sehingga dapat dikatakan eksistensi dari badan usaha milik desa ini hanya 
sebatas papan nama saja. 
Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si yang berjudul “Penguatan Ekonomi 
Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan  Badan Usaha Milik Desa 
Menuju Asean Economic Community 2015“ Penelitian membahas pembentukan 
BUMDes di Desa Selensen mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri 
Hilir Nomor  09 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik 
Desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif dengan fokus penelitian: (1) prosess pembentukan dan pelaksanaan 
kegiatan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (2) peran kelembagaan Badan 
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Usaha Milik Desa dalam pengembangan ekonomi pedesaan. Hasil penelitian ini 
ialah, pelaksanaan kegiatan Badan Usaha Milik Desa di Desa Selensen sudah 
terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan pendirian kelembagaan, dan dapat 
dikatakan cukup berhasil. Kemudian, kelembagaan BUMDes telah memberikan 
kontribusi positif bagi penguatan ekonomi di pedesaan dalam mengembangkan 
perekonomian masyarakat. 
Penelitian yang diteliti adalah berbeda dengan penelitian diatas, penelitian ini 
fokusnya adalah memaparkan pengelolaan dan pengembangan BUMDes 
terhadap ekonomi masyarakat.  
Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas 
mengenai program pemerintah dan BUMDes terhadap ekonomi masyarakat. 
Berikut adalah tabel penelitian terdahulu. 
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Tabel 2.1 
Penelitian Terdahulu 
 
No 
 
Nama 
Peneliti 
Judul (Tahun) Persamaan  Perbedaan   
1. Dian Satrian  Strategi 
Pengembangan 
Ekowisata Berbasis 
Ekonomi Lokal 
Dalam Rangka 
Program 
Pengentasan 
Kemiskinan Di 
Wilayah Kabupaten 
Malang (2009) 
Pada penelitian ini 
dan penelitian yang 
saya tulis, sama-
sama membahas 
mengenai 
berjalannya dan 
bagaimana 
program ini 
berkembang seperti 
yang diharapkan. 
 
Jika pada penilitian 
tersebut variabel y 
nya adalah 
pengentasan 
kemiskinan, pada 
penelitian yang saya 
tulis variabel y nya 
adalah keadaan 
ekonomi 
masyarakat. 
2. Coristya 
Berlian 
Ramadana, 
Heru 
Ribawanto, 
Suwondo  
Keberadaan Badan 
Usaha Milik Desa 
(Bumdes)  Sebagai  
Penguatan Ekonomi 
Desa (Studi Di Desa 
Landungsari, 
Kecamatan Dau, 
Kabupaten Malang) 
Terdapat banyak 
kesamaan dalam 
penelitian ini, 
yakni variabel x 
maupun y dan 
fokus 
penelitiannya. 
Sama-sama fokus 
kepada 
mengembangkan 
program tersebut. 
Yang membedakan 
hanyalah objek pada 
penelitiannya. 
3.  Muammar 
Alkadafi, 
S.Sos, M.Si  
Penguatan Ekonomi 
Masyarakat Melalui 
Pengelolaan 
Kelembagaan  
Badan Usaha Milik 
Desa Menuju   
Asean Economic 
Community 2015 
Sama-sama fokus 
pada 
pengembangan 
untuk BUMDes itu 
sendiri 
Perbedaannya adalah 
pada penelitian yang 
saya tulis fokus pada 
pengelolaan dan 
pengenembangan 
agar terciptanya 
keadaan ekonomi 
masyarkat yang 
sejahtera, tetapi 
dalam penelitian ini 
adalah kesiapan 
program BUMDes 
untuk menuju Asean 
Economic 
Community 2015 
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